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DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA

BUPATI CIANJUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 ientang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Dinas Pekerjaan
Umum  Binamarga berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor 07
Tahun 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, sesual dengan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 07
Tahun 2008, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas
Pekerjaan Umum Binamarga, dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43 )

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian  (Lembaran Negarn Tahun 1974 Nomor 1)
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) schagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2005 tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(lLembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844 )

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerzh
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4438);




Menctaphkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerinlahan Antara Pemeriniah. Pemerintabas 1haerah
Propinsi, dan Pemcrintahan Dacrah Fabupaten/Kota (Lembaran
Negara 2007 Nomar 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran MNegara Tahun 2007
Nomar B9 Tambahan Lembaran MNegara Nomor 474173

|

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

5. Pu.]iumn Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Pata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Iembaran
Daerah  {Lembaran Daerah  Tahun 2000 Nemor 43 Heri Y
schagnimana  telah  diuhah densan Peraturan  Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang  Perubahan Pertama Alas
Peratiran Dagrah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah
Tahun 2006 Nomor 02 Seri D):

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Dacrah ( Lembaran Daerali Tahun 2008 Namar
03 Seird I:

10, Peraturan  Dacrah Nomaor 07 Tahun 2008 tentany  Orpanisasi

Pemerimiahan Daerah dan Pembentukan Orgamisasi Perangkat Daerah
I\"I]‘-I.1|'I iten Cianjur (Lembaran Daerah Tabun 2008 Nomaor 07 Seri D

MEMIUTTUSK AN

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS. FIINGSI DAN TATA
KERIA TINTT ORGANISAST D LINGEKTINGAN DINAS PEKERIAAN
UIMIIN BINAMARGA,
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Masil |
Dalam Perntiman Bupati ini, vang dimaksid dengan ;

Lo Daerab adalab Dacrah Oronam Kasbupaten Cianjur.

2. Daerah Monom  adalah  kesatuan masyarakal  hukum  vang

mempunyvar batas Daeral terientn berwenano mengatur dan menguras
hepentingan masyarakal sClempal menural prs akarsa senditi berdasarkan
aspirasi masvarakal dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
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Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban dasrah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
Kepentingan masyarakat setempat sesual dengan peraturan perundang-
undangan,

Pemerintaban Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan dacrah
otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
menurut azas desentralisasi,

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom
sebagai Badan Eksekutif

Urusan  pemerintahan  adalah fungsi-fungsi  pemerintahan  yang
menjadi hak dan kewajiban sctiap tingkatan dan atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang menjadi kewenangannya  dalam  rangka  melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daersh
yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan,

Sekretarial Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah
Eabupaten Cianjur.

- sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
- Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Binamarga.
. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Binamarga

. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana

operasional Dinas Pekerjaan Umum Binamarga.

-Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negen

Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan vang scsual
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tupas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum Brnamarga,
BARB 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Bagian Pertama
kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah  dj bidang

pekerjaan umum binamarga.

{2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada di bawah dan berlanggungjawab hepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paszal 3

(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

daerah di bidang pekerjaan umum binamarga berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaeksud pada avat (1),

Dinas menyelenggarakan fungsi ;

a. perumusan kebijakan teknis dinas di  bidang perencanaan,

pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penvelenggaraan
sebagian urusan pemerintahan daerah serta penylapan bahan
perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan
umum binamarga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan
umumn di bidang pekerjaan umum  binamarga sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan
sebagian urusan pemerintzhan di  bidang pekerjaan  umum
bimamarga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungesi Dinas
BAB 111
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-unsur Orpanisasi
Pasal 4

Unsur-unsur organisasi Dinas adalah sebagai berikut

&
b,

C.

Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian
dan Kelompok Jabatan Fungsional,

Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas:

Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris:

, Seks1, UPTD
Bagian Kedua
Susunan Orpantsasi
Pasal 5

Susunan Crganisasi Dinas terdiri dari

a. Kepala Dinas;

b, Sekretaniat, membawahkan -

b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
b.3. Sub Bagian Penyusunan Program,



¢. Bidang Bina Teknik, membawahkan

¢.1. Seksi Bina Teknik Jalan;
¢.2. Seksi Bina Teknik Jembatan:
¢.3. Seksi Pemanfaatan Jalan, Peralatan dan Bahan,

d. Bidang Pembangunan, membawahkan -

d.1. Seksi Pembangunan Jalan;
d.2. Seksi Pembangunan Jembatan;
d.3. Seksi Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan,

e. Bidang Pemeliharaan, membawahkan

e. 1. Seksi Pemeliharaan Ruas Jalan dan Jembatan:
e.2. Seksi Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan
e.3. Seksi Perencanazn Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,

f.  Bidang Bina Jalan Desa, membawahkan -

f.1. Seksi Pembinaan Jalan Desa;
f.2. Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa.
f.3. Seksi Pembangunan Jalan Desa.

g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB 1V
TUGAS KEPALA DINAS
Fasal &

Kepala  Dinas  mempunyai  tugas  membanty Bupati  dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan Dacrah di bidang pekerjaan
umum binamarga serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan
Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
vang berlaku,

BAR W

TUGAS DAN FUNGS] UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DINAS

Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 7

Sckretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan
fungsi  Dinas  dalam  melaksanakan  pengelolaan  urusan umun,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penvusunan rencana strategls,
program dan kegiatan dinas serta melaksanakan penvusunan evaluasi dan
laporan program dan kegiatan  dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal §

(1) Dalam melaksanakan tugas sebapgaimana dimaksud pada Pasal 7
Sekretariat menyelenpggarakan fungsi

1

o pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan
angparan Sckrelanat:

b. pengkoordinasian dan penvusunan rencana strategis, program,
kegiatan dan anggaran Dinas:
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k.

k3
L

3]

pengkoordinasian dan penviapan bahan penyusunan kebijakan
umum pemerintzh daerah di bidang pekerjaan umum binamarga;

pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan:

pengelolaan administrasi kepepawaian:
pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawal;
pengelolaan administrasi keuangan dan perl engkapan,

pengkoordinasian, penyiapan bahan rancangan produk hukum dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan dinas scsuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsj sebagaimana tersebut pada ayat (1),

Sekretanat dibantu oleh

a

ls.
c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 9

(11 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

il
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melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan  kebijakan
teknis operasional di bidang penyusunan rencana kebutuhan.
pendistribusian, pemeliharaan barang, gedung, taman, dan
peralatan kerja sesuai denpan kelentuan  dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan  kehijakan
leknis operasional di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan,
penerimaan tamu, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan dinas
sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan  kebijakan
tekmis  operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;

melakukan  penyiapan  bahan  pengelolaan penerimaan,
penggandaan, pendistribusian dan pengiriman surat/naskah dinas,
arsip sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan  perundang-
undangan yvang berlaku:

melakukan penyiapan bahan pembinaan Kepegawalan sesuai
dengan ketenyuan danfatau peraturan perundang-undangan vang
berlaku;



melakukan  penyiapan  bahan pengelolaan  administras
kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

melakukan koordinasi, penyiapan bahan rancangan produk hukum
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan  sesuai
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atay peraturan
perundang-undangan yang berlakuy: ;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang
berlaku,

(2} Sub Bagian Keuangan dan Perlen gkapan mempunyal tugas -

i.

d

melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
dan Perlengkapan sesuai dengan program dan kegiatan
Sekretariat;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
teknis  operasional  di bidang pembinaan perbendaharaan,
pengelolaan administrasi keuangan dan sistem akutansi Keuangan
dan barang/perlengkapan dinas, sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
teknis operasional di bidang penvusunan rencana anggaran dan
pendapatan dinas sesuar dengan ketentuan dan‘atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengusulan penerimaan,
penyimpanan, pengeluaran uang atau barang/perlengkapan dinas
sesual dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-undangan
vang berlaku:

melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan sesuai
dengan ketenyuan danfatau peraturan perundang-undangan vang
berlaku;

melakukan penyiapan bahan penpelolaan administrasi kevangan
dan penilaian barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan
Ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

melakukan  penviapan  bahan pengelolaan  sistem  akutansi
Keuangan dan barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundan g-undangan yang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan
dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan/atay peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

melakukan tugas lain yang diberikan olch Sckretaris sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berfaku.

Sub Bagian Penyusunan Frogram mempunval tugas -

i

melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan
Program sesuai dengan program dan Kegiatan Sekretarat;



b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
teknis operasional di bidang penyusunan rencana program dan
kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

¢. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan  kebijakan
teknis operasional di bidang pembinean sistem  informasi
manajemen  pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana
strategis, program dan kepiatan dinas sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan van g berlaku;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengusulan program
dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

f. melakukan penyiapan bahan pembinaan sistem pengelolaan
informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas
dinas sesuai dengan ketenyuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

73

melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi
program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Penyusunan
Program sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

1. melakukan tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Bapian Kedua
Bidang Bina Teknik
Pasal 10

Bidang Bina Teknik mempunyai tugas menyvelenggarakan sebagian tugas
dan fungsi Dinas di bidang pembinaan teknik ialan iembatan,

E 1 :
pemanfaatan jalan, peralatan dan bahan sesuai dengan ketentuan dan/atay
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,
Bidang Bina Teknik menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Teknik;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan teknik jalan dan
jembatan;

¢. penylapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta
permasalahan di bidang pembinaan teknik jalan dan jembatan;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di
bidang pembinaan teknik jalan dan jembatan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku:
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¢ penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan
program kegiatan dinas di bidang pembinaan teknik jalan dan
Jembatan;

. pelaksanaan pembinaan teknis operasional bidang pembinaan
teknik jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan den/atau
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

g pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan Dinas dan/atau lembaga lain vang terkait dengan tugas
bidang teknik jalan dan jembatan;

h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan teknik jalan
dan jembatan sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

1. penyilapan bahan koordinasi penvusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang pembinaan
leknik jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Bidang Bina Teknik dibantu oleh :

a. Seksi Bina Teknik Jalan:
b. Seksi Bina Teknik Jembatan :
€. 5Seksi Pemanfaatan Jalan, Peralatan dan Bahan,

Pasal 12
Seksi Bina Teknik Jalan mempunyai tugas

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Teknik Jalan
sesual dengan program dan kegiatan Bidang Bina Teknik;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan penyelenggaraan
teknik jalan jalan;

¢. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operastonal di
bidang pembinaan teknik jalan;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
penyelenggaraan pembinaan teknik jalan;

o

melakukan  penytapan bahan pembinaan teknis operasional
pembinaan teknik jalan sesual dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

f. melakukan penylapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pembinaan teknik jalan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

151

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Teknik Jalan
sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

h. melakukan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Teknik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku,



{2) Seks1 Bina Teknik Jembatan mempunyai tugas :

~—

ek

o

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Teknik
Jembatan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bina
Teknik;

b. melakukan penviapan bahan koordinasi perumusan  kebijakan
umum pemerintah daerah di bideng pembinnan teknik jembatan:

. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang teknik jembatan;

d. melakukan penyiapan hahan penyusunan program dan kegiatan
pembinaan teknik jembatan:

]

melakukan penviapan bahan pembinaan  teknis operasional
pembinaan teknik jembatan sesuai dengan ketentuan danfatau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pembinaan teknik jembatan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku:

05

melakukan evaluasi dan laporan kepiatan Seksi Bina Teknik
Jembatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Teknik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

Seksi Pemanfaatan Jalan, Peralatan dan Bahan mempunyai tugas .

a. melakukan penvusunan rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Jalan
Peralatan dan Bahan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang
Bina Teknik;

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kehijakan
umum pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pembinaan
pemanfaatan jalan, peralatan dan bahan:

¢ melakukan penviapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pemanfaatan jalan, peralatan dan bahan:

d melakukan penviapan bahan penysusnan program dan kegiatan
pembinaan, pemanfaatan jalan, peralatan dan bahan;

¢. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
penyelengparaan pembinaan pemanfaatan jalan, peralatan dan
bahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

f. melakukan penviapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pembinaan pemanfaatan jalan, peralatan
dan bahan sesuai dengan ketentuan dan‘atay peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

g melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan
Jalan, Peralatan dan Bahan sesuai denpgan ketentuan dan/atay
peraturan perundang-undangan vang berlaku:

h. melakukan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Tekmk sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan
Pasal 13

Bidang Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
tugas dan fungsi Dinas di bidang perencanaan teknik pembangunan jalan
dan jembatan, serta melaksanakan pembinaan teknik pembangunan Jalan
dan jembatan sesuai dengan ketentusn dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13,
Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi -

penyusunan program dan kegiatan Bidang Pembangunan;

b. pengkoordinasian dan penylapan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah  di bidang pembinaan perencanaan
teknik pembangunan dan pelaksanaan pembangunan jalan dan
Jembatan;

€. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenal potensi serta
permasalahan di bidang perencanaan teknik dan pelaksanaan
pembangunan jalan dan jembatan:

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di
bidang perencanaan teknik dan pelaksanaan pembangunan jalan
dan jembatan sesuai dengan ketentuan danfatan peraturan
perundang-undangan vang berlaku:

penylapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan
program, kegiatan dinas di bidang perencanaan tcknik dan
pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan:

i

[ pelaksanaan pembinaan teknis operasional bidang perencanaan
p p [ g p
teknik dan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan sesua
dengan ketentuan dan/atay peraturan perundang-undangan vang
berlnku;

g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan Dinas dan atau lembaga lain vang terkait dengan tupas
bidang perencanaan teknik dan pelaksanaan pembangunan jalan
dan jembatan;

h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang perencanaan teknik dan
pelaksanaan pembangunan Jjalan dan jembatan sesuai dengan
Ketentuan dan/atau peraturan perundang-undanpan vang berlaku:

I penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang perencanaan
teknik dan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai
dengan ketentuan dan‘atau peraturan perundang-undangan vang
berlaku;

). pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas
berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan  perundang-undangan
vang berlaku

(2} Untuk menvelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1),
Bidang Pembangunan, dibanty aleh



4. Seksi Pembangunan Jalan;
b. Seksi Pembangunan Jembatan:

c.

—
e

d.

Seksi Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan,

Pasal 15

} Sekst Pembangunan Jalan mempunyart tugas

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan
Jalan sesual dengan program dan kegiatan Bidang Pembangunan;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
urmum pemerintah daerah di bidang pembangunan jalan;

melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pembangunan jalan;

melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pembangunan jalan;

melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pembangunan jalan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penviapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pembangunan Jjalan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pembangunan
Jalan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan sesuai  dengan ketentuan  dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

{2) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas

il

b,

d.

m

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan
Jembatan  sesual  dengan program  dan  kegiatan Bidang
Pembangunan:

melakukan  penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembangunan jembatan:

melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pembangunan jembatan:

melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pembangunan jembatan;

melakukan  penyiapan  bahan pembinaan teknis operasional
pembangunan  jembatan  sesuai  den gan  ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pembangunan Jembatan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pembangunan
Jembatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlaku,



(3) Seksi Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan
mempunyai tugas ;

d,

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan
Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuaj dengan program
dan kegiatan Bidang Pembangunan;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan  kebijakan
umum pemerintah daerah di  bidang Perencanaan Teknik
Pembangunan Jalan dan Jembatan;

melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan:

melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan:

melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuaj
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang
berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang Perencanaan Teknik Pembangunan Jalan
dan Jembatan sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Perencanaan
Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan
danfatau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembangunan sesuai  dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlaku.
Bagian Keempat
Bidang Pemeliharaan
Pasal 16

Bidang Pemeliharaan mempunyai tupas menyelenggarakan  scbagian
tugas dan fungsi Dinas di bidang perencanaan teknik pemeliharaan jalan
dan jembatan serta melaksanakan pembinaan pemeliharaan jalan dan
Jembatan  sesuai dengan ketentuan dan/atay peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16,
Bidang Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi

d.

&

penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemeliharaan;

pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kehijakan
umum pemerintah daerah di bidang pemeliharaan jalan dan

Jembatan;

penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta
permasalahan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan:

penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di
bidang pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:
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€. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan
program, Kegiaian dinas di bidang pemeliharaan jelan dan
Jembatan;

f  pelaksanaan pembinaan teknis operasional bidang pemeliharaan
jalan dan jembatan sesuaj dengan ketentuan dan/atay peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

& pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan Dinas dan/atay lembaga lain yang terkait dengan tugas
bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemeliharaan jalan dan
Jjembatan sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-
undangan yang berlaku:

I penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang pemeliharaan
jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlakuy:

J- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
vang berlaku,

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada avat (1)
Bidang Pemeliharaan, dibantu oleh -

a. Seksi Pemeliharaan Ruas Jalan dan lembatan;
b. Seksi Pemeliharaan Feriodik Jalan dan Jembatan:
¢. Seksi Perencanaan Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,

Pasal 18

(1} Scksi Pemeliharaan Ruas Jalan dan Jembatan mempunyai tugas -

. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan
Ruas Jalan dan Jembatan sesuai dengan program dan kegiatan
Bidang Pemeliharaan:

b. melakukan penylapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pemeliharaan ruas jalan dan
Jembatan;

¢. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pemeliharaan ruas jalan dan jembatan:

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pemeltharaan ruas jalan dan jembatan:

]

melakukan  penyiapan  bahan pembinaan  teknis  operasional
pemelitharaan ruas jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan
dan‘atau peraturan perundang-undangan yang berlakuy:

[L melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan cvaluasi dan
laporan dinas di bidang pemeliharaan ruas jalan dan jembatan
sesual dengan ketentuan dan/atay peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

13

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pemeliharaan
Rusa Jalan dan Jembatan sesuaj dengan ketentuan dan/atay
peraturan perundang-undangan yang berlaku:



h.

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

(2) Seksi Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

a.

b,

—
Lad
e

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan
Penodik Jalan dan Jembatan sesuai dengan program dan kegiatan
Bidang Pemeliharaan:

melakukan penylapan bahan koordinas; perumusan  kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pemeliharaan periodik jalan
dan jembatan;

melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pemeliharaan periodik jalan dan jembatan;

melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pemeliharaan periodik jalan dan jembatan:

melakukan  penyiapan  bahan pembinaan teknis operasional
pemeliharaan periodik jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undan gan yvang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pemeliharaan periodik jalan dan jembatan
sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pemeliharaan
Periodik Jalan dan Jembatan. sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dan‘atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Perencanaan  Teknik Pemelitharaan  Jalan dan  Jembatan

mempunyart tugas

il,

4

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan
Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan program dan kegiatan
Bidang Pemeliharaan;

melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah  daerah di  bidang perencanaan  teknik
pemeliharaan jalan dan jembatan:

melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang perencanaan teknik pemeliharaan jalan dan jembatan:

melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
perencanaan teknik pemeliharaan jalan dan jembatan;

melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
perencanaan teknik pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai
dengan ketentuan dan‘atau peraturan perundang-undangan vang
berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang perencanaan teknik pemelitharaan jalan
dan  jembatan sesuai dengan ketentuan dan/atay peraturan
perundang-undangan vang berlaku;
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melakukan evaluasi dan laporan kepiatan Seksi Perencanaan
Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemeliharaan sesuai  dengan ketentuan dan/atau  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima
Bidang Bina Jalan Desa

Pasal 19

Bidang Bina Jalan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
tugas dan fungsi Dinas di bidang pembinaan jalan desa, perencanaan
tekms dan pembangunan jalan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 20

(1} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19,
Bidang Bina Jalan Desa menyelengearakan fungsi -

penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Jalan Desa:

pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan jalan desa;

penylapan, penyajian data dan informasi mengenal potensi serta
permasalahan di bidang pembinaan jalan desa;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di
bidang pembinaan jalan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan
program kegiatan dinas di bidang pembinaan jalan desa;

pelaksanaan pembinaan teknis operasional bidang pembinaan

Jalan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundan o-

undangan vang berlaku;

pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
bidang pembinaan jalan desa;

pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan jalan desa
sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang pembinaan
jalan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yvang berlaku;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

() Untuk menyelengparakan fungsi sebagaimana tersebut pada avat (1)
Bidang Bina Jalan Desa dibantu oleh

A
h,
B

Seksi Pembinaan Jalan Desa;
Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa;
Seksi Pembangunan Jalan Desa,



Pasal 21

(1} Sekst Pembinaan Jalan Desa mempunyai tugas :

d.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Jalan
Desa sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bina Jalan
Desa;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan jalan desa;

melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pembinaan jalan desa;

melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pembinaan jalan desa;

melakukan  penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pembinaan jalan desa sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan
perundang-undangan yvang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pembinaan jalan desa sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pembinaan Jalan
Desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku:

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Jalan Desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

(2) Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa mempunyai tugas ;

d.

I+

i

o

h,

melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan
Teknis Jalan Desa sesuai dengan program dan kegiatan Bidang
Bina Jalan Desa;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebi jakan
umum pemerintah daerah di bidang perencanaan teknis jalan desa:

melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang perencanaan teknis jalan desa;

melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
perencanaan teknis jalan desa;

melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
perencanaan teknis jalan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan vang berlakus;

melakukan penviapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang perencanaan teknis jalan desa sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang
berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Perencanaan
Teknis Jalan Desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlaku:

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Jalan Desa scsuai denpan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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{2) Seksi Pembangunan Jalan Desa mempunyai tugas :

. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan
Jalan Desa sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bina Jalan
Desa;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembangunan jalan desa;

c. melakukan penyiapan bahan kebijjakan teknis operasional di
bidang pembangunan jalan desa;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pembangunan jalan desa;

¢. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pembangunan jalan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pembangunan jalan desa sesuai dengan
ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pembangunan
Jalan Desa sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

U=

h. melakukan tupas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Jalan Desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

Bagian Keenam
UPTD
Pagal 22

(1} Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana
T'eknis Dinas.

(2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan
tersendin dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 23
Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuan dengan jenis jabatan fungsional vang telah ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Kelompok  jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional  yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.



(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas,

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas
maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua
unsur di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Sekretaris, dan Kepala Seksi bertanggungjawab kepada
Kepala Bidangnya masing-masing.

(4

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib
mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan
apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah vang
diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

]

Setiap  pimpinan  satuan organisasi  di lingkungan  Dinas
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannva
masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas.

(6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas
serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan opersional sesuai
tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-
masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara
berkala maupun sewaktu-waktu.

(7

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk
dan/atau arahan kepada bawahan.

(8]

Kepala Dinas menvampaikan laporan kepada Bupati melalu
Sekretaris Daerah,

(9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan
Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi vang secara
fungstonal mempunyai hubungan kerja
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Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 27

(1} Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan
yang dilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan
tugasnya.

{2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinas
yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu
Kepale Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai
dengan kewenangan vang dilimpahkan.

(3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk scorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya,

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan Dinas berasal darj anggaran pendapatan dan belanja daerah

serta sumber pembiayaan lainnva sesuai dengan ketentuan dan/atau

peraturan perundang-undangan vang berlaku.
BAB VIII

KEPEGAWAIAN
Pasal 29

(1} Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas serta para pemangku
Jabatan Lainnya dalam lingkungan dinas dilakukan sesuaj dengan
ketentuan danfatau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2} Kepala Dinas bertangpung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan
dan pembinaan kepegawaian,

(3} Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka sepala ketentuan
dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan
tidak berlaku,

(2} Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati in1 akan
diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Cianjur
wtangeal 16 lanuari 2009

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 16 Januari 2009

BUPATI CIANIUR,
Cap/ttd .-

TIETJEP MUCHTAR SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009 NOMOR 13



